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PENERAPAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT
TERHADAP BANK BERDASARKAN AKAD
PEMBIAYAAN PRINSIP PERBANKAN SYARIAH
Oleh : Mochzani Bachmid?

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana penerapan
kepercayaan masyarakat terhadap pembiayaan
prinsip perbankan syariah dan bagaimana
konsep akad pembiayaan prinsip perbankan
syariah. Dengan menggunakan metode
penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1.
Kepercayaan masyarakat terhadap bank
sebagai prinsip kehati-hatian berdasarkan
prinsip syariah maka pemberian pembiayaan
harus ada analisis mendalam kemampuan
melunasi utangnya sesuai dengan akad yang
dibuat nasabah, dengan demikian prinsip
kehati-hatian menjadi penting dalam
pengelolaan perbankan syariah. 2. Konsep adat
(ijab  kabul) dalam pembiayaan prinsip
perbankan syariah merupakan salah satu cara
yang diridhai Allah dan harus ditegakkan
dengan terpenuhinya rukun dan syarat akad
dalam pengelolaan atau kegiatan pembiayaan
perbankan syariah. Bersumber dari produk-
produk  bank syariah  sebagai modal
kepercayaan operasional sekaligus akad
penghimpunan dan penyaluran dana di
samping akad menurut tujuannya serta akad
pelengkap, yang dilengkapi dengan keabsahan
akad pembiayaan perbankan syariah.

Kata kunci: Penerapan Kepercayaan
Masyarakat, Bank, Akad Pembiayaan Prinsip
Perbankan Syariah

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Perbankan syariah merupakan
institusi/lembaga keuangan yang tumbuh dan
berkembang di Indonesia sejak 16 tahun yang
lalu diawali dengan berdirinya Bank Muamalat
Indonesia. Perkembangan bank syariah diikuti
dengan berkembangnya lembaga keuangan
syariah di luar struktur perbankan, antara lain
Asuransi  Takaful, Pasar Modal Syariah,
Pegadaian Syariah, dan Baitul Maal wat Tamwil
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(BMT). Perkembangan bank syariah pada tiga
tahun terakhir ini relatif sangat cepat. Hal ini
dapat dilihat dari beberapa indikator, baik
indikator keuangan, seperti jumlah aktiva, dana
pihak ketiga, volume pembiayaan, maupun
dilihat dari kelembagaan, dan jaringan kantor
bank.?

Untuk memberikan payung hukum dalam
operasional Bank Syariah maka Bank Indonesia
mengeluarkan  Peraturan Bank Indonesia
Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan
Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan
Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan
Jasa Bank Syariah, namun keberadaannya
belum dikenal oleh khalayak ramai, termasuk
para praktisi perbankan dan keuangan syariah,
para akademisi, notaris, hakim maupun
advokat.

Penguatan yang dilakukan dengan alasan
bahwa dengan diberlakukannya Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sejak
tanggal 30 Maret 2006 telah memberikan
payung hukum bagi penerapan Ekonomi
Syariah di Indonesia. Selain itu dengan telah
diundangkannya UU Nomor 21 Tahun 2008
semakin memberikan kepastian hukum, namun
masih banyak variabel lain dalam
perkembangan perbankan syariah maupun
perbedaan persepsi maupun pemahaman
terhadap keberadaan UU Nomor 21 Tahun
2008.

Hal baru vyang berkembang dengan
keberadaan UU Peradilan Agama adalah
berkembangnya Hukum Ekonomi Syariah.
Berdasarkan Pasal 49 huruf i Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006, yang dimaksud Ekonomi
Syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha
yang dilaksanakan menurut prinsip Syariah,
meliputi bank Syariah, asuransi Syariah,
reasuransi Syariah, reksadana Syariah, obligasi
Syariah dan surat berharga berjangka
menengah Syariah, sekuritas Syariah,
pembiayaan Syariah, pegadaian Syariah, dana

® Miranda Gultom, Sambutan Deputi Gubernur Senior
Bank Indonesia pada Seminar “Strategi Pengembangan
Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia” Bl, Jakarta 15
September 2005, him. 3.
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pensiun lembaga keuangan Syariah, bisnis
Syariah, dan lembaga keuangan mikro Syariah.*

Tindakan hukum lebih luas daripada akad
dan perikatan, sebab ia mencakup perbuatan
perkataan dan juga mencakup merugikan dan
tidak mengikat. Oleh karena akad merupakan
bagian dari tindakan hukum, tindakan yang
berupa perkataan tertentu, maka yang lebih
khusus tunduk kepada pengertian umum, tidak
sebaliknya. Maka setiap akad adalah tindakan
hukum dan sebaliknya.’

Pengertian akad juga dapat dijumpai dalam
Peraturan Bank Indonesia Nomor
9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip
Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana
dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank
Syariah. Pada ketentuan Pasal 1 angka (4)
dikemukakan bahwa, “akad adalah kesepakatan
tertulis antara Bank dengan Nasabah dan/atau
pihak lain yang memuat hak dan kewajiban bagi
masing-masing pihak sesuai dengan prinsip
syariah”.®

Dengan demikian, bahwa akad adalah
perjanjian yang menimbulkan kewajiban
berprestasi pada salah satu pihak dan hak bagi
pihak lain atas prestasi tersebut secara timbal
balik. Perbankan syariah sebagai lembaga
intermediasi  keuangan dengan kegiatan
utamanya menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya
kembali dalam bentuk pembiayaan senantiasa
mendasarkan pada perjanjian (kontrak).

Berdasarkan uraian di atas, penulis
terdorong untuk mempelajari dan meneliti
lebih mendalam vyang hasilnya dituangkan
dalam skripsi berjudul: “Penerapan
Kepercayaan Masyarakat Terhadap Bank
Berdasarkan = Akad  Pembiayaan  Prinsip
Perbankan Syariah”.

B. Perumusan Masalah
1. Bagaimana penerapan kepercayaan
masyarakat terhadap pembiayaan prinsip
perbankan syariah?
2. Bagaimana konsep akad pembiayaan
prinsip perbankan syariah?

* Pasal 49 huruf i Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang Peradilan Agama.

> Perry Umar Farauk, Sejarah Perbankan Syariah, Hand
Out, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah,
Yogyakarta, 2004, him. 24.

® pasal 1 angka (4) PPS No. 9/19/PBI/2007.
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C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam
penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif
yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis
normatif adalah penelitian yang mengacu pada
norma hukum yang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan dan keputusan-
keputusan pengadilan serta norma-norma yang
hidup dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat
kualitatif, yaitu menganalisis secara mendalam
dan  holistik, yaitu dari segala segi
(komprehensif).’

PEMBAHASAN
A. Penerapan Kepercayaan Masyarakat
Terhadap Pembiayaan Prinsip Perbankan
Syariah
Salah satu misi perbankan adalah menerima
simpanan baik berupa giro, tabungan, dan
deposito. Dana ini dibutuhkan bank dalam
menjalankan usahanya, yang tindak mungkin
hanya diandalkan dari modal bank sendiri.
Untuk itu, dalam rangka menarik dana segar
dan masyarakat, bank pun terus melakukan
pembaharuan dalam  menawarkan jasa
perbankan. Selain itu bank sebagai salah sat
komponen dalam menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan masyarakat.®
Kepercayaan masyarakat terhadap industri
perbankan nasional merupakan salah satu kunci
untuk memelihara stabilitas industri perbankan.
Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan
adanya kepastian hukum dalam pengaturan
dan pengawasan bank serta penjaminan
simpanan nasabah bank.” Oleh sebab itu baik
pemilik dan pengelola bank maupun otoritas
yang terlibat dalam pengaturan dan/ atau
pengawasan bank harus dapat mewujudkan
kepercayaan masyarakat dengan penjaminan
seluruh kewajiban bank. Perlindungan hukum
sebagai nasabah sebelum berlakunya Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) belum
diatur secara tegas. Untuk itu diperlukan
pemaparan tentang norma vyuridis terhadap

’ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum
Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta, him.
15.

& Abdul Ghofur Anshori, Penerapan Prinsip Keuangan,
Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan,
Pustaka Pelajar, him. 190-214.

° Ibid, him. 214.
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hubungan dan kedudukan LPS dengan bank,
tanggung jawab LPS terhadap bank dan
nasabah bank, kewajiban bank agar mendapat
perlindungan dari LPS.

Secara normatif “fiduciary relation” dapat
dipahami melalui penjelasan Pasal 29 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan)
yang menyatakan bahwa: “Bank terutama
bekerja dengan dana masyarakat yang
disimpan pada bank atas dasar kepercayaan,
setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya
dan memelihara kepercayaan masyarakat
padanya”*®

Fiduciary principle/ fiduciary relation juga
dapat dipahami melalui Pasal 8 ayat (1)
Undang-Undang Perbankan  yang juga
merupakan contoh ketentuan normatif tentang
prudential principle yang menyatakan bahwa:

“Dalam memberikan kredit atau
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah,
bank umum wajib mempunyai keyakinan
berdasarkan analisis yang mendalam atas
itikad dan kemampuan serta kesanggupan
nasabah debitur untuk melunasi utangnya
atau mengembalikan pembiayaan dimaksud
sesuai dengan yang diperjanjikan.”*!

Bahwa hubungan bank dan nasabah
penyimpanan adalah hubungan kontrak antara
debitur dengan kreditur yang dilandasi asas
kehati-hatian. Hubungan hukum tersebut,
bukanlah sekedar hubungan kontraktual biasa,
tetapi juga hubungan kepercayaan yang
didasarkan pada prinsip kerahasiaan bank. |
Dengan lahirnya UU LPS, dibentuklah LPS yang
berbadan hukum Indonesia yang dalam
menjalankan fungsinya harus independent,
transparan, dan akuntabel serta dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya
bertanggung jawab langsung kepada presiden.

LPS memiliki dua fungsi yaitu menjamin
simpanan nasabah bank dan melakukan
penyelesaian atau penanganan Bank-Gagal. LPS
bertanggung  jawab merumuskan dan
menetapkan kebijakan melaksanakan
penjaminan simpanan, melaksanakan simpanan
nasabah bank (baik berbentuk giro, deposito,
sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk
lainnya) dan melakukan penyelesaian atau
penanganan bank gagal. Penjaminan simpanan

10 pasal 29.
" pasal 8.

nasabah bank yang dilakukan LPS bersifat
terbatas tetapi dapat mencakup sebanyak-
banyaknya nasabah. Dalam hal bank tidak
dapat melanjutkan usahanya dan harus dicabut
izin usahanya, LPS bertanggung jawab
membayar simpanan setiap nasabah banks
tersebut sampai jumlah tertentu.

B. Konsep Akad Pembiayaan Dalam Prinsip

Perbankan Syariah

Menurut T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, suatu
akad terbentuk dengan adanya empat
komponen yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Dua agid, yang dinamakan tharafyil aqdi

atau agidain sebagai subjek
perikatan/para pihak (the contracting
parties).

b. Mahallul-Aqdi (ma’qud alaihi), yaitu
sesuatu yang diakadkan sebagai objek
perikatan (the subject matter).

c. Maudhu’u al-Aqdi (ghayatul akad), cara
maksud yang dituju sebagai prestasi yang
dilakukan (the subject matter).

d. Shighat al-‘agd sebagai rukun akad (a
formation).*?

Pada masing-masing komponen dalam

Rukun Akad menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy
ini kita dapat melihat syarat-syarat sahnya.

Ad. a. Subjek perikatan (Agid)

Subjek akad (agid) dalam Hukum Perikatan
Islam adalah sama dengan subjek hukum pada
umumnya yaitu pribadi-pribadi yang padanya
terdapat ketentuan berupa: pembebanan
kewajiban dan perolehan hak. Pribadi tersebut
dapat berupa manusia (syakh-siyah thabi’iyah)
atau dapat juga badan hukum (syakhsiyah
i‘tibariyah hukmiyah). Dalam kedudukannya
sebagai subjek hukum, manusia dapat
dibedakan atas 1) manusia yang dapat
melakukan tindakan hukum (Mukalaf) dan 2)
Manusia yang tidak dapat melakukan tindakan
hukum (Safihun). Seseorang yang Mukalaf
adalah orang yang telah memiliki kedudukan
tertentu sehingga ia dibebani kewajiban-
kewajiban tertentu. Patokan atau ukuran dalam
penentuan Mukalaf ini biasanya dengan ukuran
baligh yaitu telah mencapai umur tertentu
sesuai ketentuan undang-undang, atau ditandai
dengan datangnya tanda-tanda kedewasaan,

12 Ash-Shiddieqy, Op Cit, him. 23.
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seperti menstruasi pada wanita dan perubahan
suara dan mimpi pada pria dan ukuran yang
kedua adalah agqil yaitu tidak cacat akal pikiran.
Kegunaan dari penentuan Mukalaf ini adalah
sebagai dasar pembebanan kewajiban.®

Sedangkan yang dimaksud badan hukum
adalah suatu persekutuan (Syirkah) yang
dibentuk berdasarkan hukum dan memiliki
tanggung jawab kehartaan yang terpisah dari
pendirinya.”* Sebagai suatu badan hukum,
Syirkah  memperoleh hak dan kewajiban.
Kewajiban-kewajiban hukum sebagai subjek
hukum pada umumnya ini ada yang dapat
dikenakan dan ada yang tidak. Sebagai contoh,
Syirkah, dapat dikenakan zakat dan juga wajib
membayar pajak, akan tetapi tidak dikenakan
kewajiban perorangan, seperti shalat dan
sebagainya. Sanksi bagi badan hukum yang
dapat dikenakan berupa denda, sedangkan
sanksi pidana (misalnya penjara) dikenakan
terhadap pengurusnya.”

Dipandang dari sudut jumlah para pihak
yang berakad, para pihak yang menjadi aqgid ini
dapat berupa perorangan atau berupa
kelompok orang, (beberapa orang) terhadap
seorang, atau dapat juga antara kelompok
orang.'®

Dari sudut pelaku, agid dapat bertindak
sendiri (aqgid asli) atau dapat diwakilkan
(dengan kuasa) atau dapat juga dalam suatu
akad, kedua pihak merupakan agid asli atau
kedua pihak merupakan wakil (dengan jalan
perjanjian perwakilan/al-Wakalah)."

Di antara fukaha telah merumuskan syarat-
syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang
sebagai aqid, yaitu:

1. Aqil, hanya orang yang berakallah yang
dapat melakukan transaksi secara
sempurna. Oleh karena itu untuk
menghindari terjadinya penipuan dan
sebagainya, maka anak kecil (yang belum
bisa membedakan yang baik dan buruk)
dan orang gila tidak dibenarkan
melakukan akad tanpa kontrol dari
walinya.

" Ibid, him. 97

14 Kharofa, Op Cit, him. 18.

> Jusmaliani dan Mohammad Soeharni, Kebijakan
Ekonomi Dalam Islam, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005,
him. 3.

' Ibid, him. 5.

Y Ibid, him. 6.
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2. Tamyiz sebagai tanda kesadaran. Dalam
hal ini para mujtahid dari masing-masing
mazhab dalam Figih Islam
mengemukakan logika hukum yang bisa
menjadi pegangan tentang sah atau
batalnya suatu transaksi (akad) yang
dilakukan oleh anak yang telah dapat
membedakan (mumayiz), orang buta dan
orang gila.

3. Muhktar (bebas melakukan
transaksi/bebas memilih). yaitu masing-
masing pihak harus lepas dari paksaan
atau tekanan. Oleh karena itu penjualan
yang dipaksakan, penjualan terpaksa
atau penjualan formalitas  tidak
dibenarkan. Ini merupakan pelaksanaan
dari prinsip antaradhin (rela sama rela)
berdasarkan QS. 4:29."

Ad. b. Objek Perikatan (Mahallu d-’Aqdi)

Mahallul ‘Aqdi ialah benda yang berlaku
padanya hukum akad, atau disebut juga sebagai
sesuatu yang menjadi objek per-ikatan dalam
istilah Hukum Perdata. Misalnya benda-benda
yang dijual dalam akad jual beli (al buyu’/bai’)
atau utang yang dijamin seseorang dalam akad.
Dalam hal ini hanya benda-benda yang halal
dan bersih (dari najis dan maksiat) yang boleh
menjadi objek perikatan. Sehingga menurut
figih jual beli buku-buku ilmu sihir, anjing, babi
dan macan bahkan alat-alat musik (alat
malahy) adalah tidak sah. Adapun syarat-syarat
objek akad, yaitu:

1. Halal menurut syara’

2. Bermanfaat (bukan merusak atau

digunakan untuk merusak)
3. Dimiliki sendiri atau atas kuasa si pemilik
4. Dapat diserahterimakan (berada dalam
kekuasaan)
5. Dengan harga jelas.”

Ad. c. Prestasi (Maudhu’u al-’Aqdi)

Maudhu’u al-Aqdi ialah tujuan akad atau
maksud pokok mengadakan akad atau dalam
istilah hukum perikatan disebut “Prestasi”.
Tujuan ini sesuai dengan jenis akadnya, seperti:
tujuan dalam jual beli (buyu/bai) ialah
menyerahkan barang dari penjual kepada

'® Hamzah Ya’cub, Kode Etik Dagang Menurut Islam-Pola
Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi, CV. Diponegoro,
Bandung, 1984, him. 80.

* Ibid, him. 81
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pembeli dengan ganti/bayaran (iwadh), dalam
hibah ialah menyerahkan barang kepada
penerima hibah (Mauhub) tanpa ganti (iwadh)
dan pada akad sewa (ljarah) ialah memberikan
manfaat dengan ganti (iwadh).

Dalam KUH Perdata hal ini merupakan suatu
prestasi (hal yang dapat dituntut oleh satu
pihak kepada pihak lainnya) yang dirumuskan
dengan menyerahkan barang, melakukan
sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Syarat-
syarat dari tujuan akad atau prestasi ini, yaitu:

1. baru ada pada saat dilaksanakan akad

2. berlangsung adanya hingga berakhirnya

akad

3. tujuan akad harus dibenarkan syara’*

Ad. d. Pernyataan Kehendak/Rukun-rukun Akad
(Arkaan- al-Aqdi)

Rukun akad adalah ijab dan kabul (serah
terima). ljab dan kabul dinamakan shighatul
aqdi, atau perkataan yang menunjukkan
kepada kehendak kedua belah pihak. Shighatul
aqdi ini memerlukan enam syarat:

1. Jala’ul ma’na (dinyatakan dengan
ungkapan vyang jelas, dan pasti
maknanya), sehingga dapat dipahami
jenis akad yang dikehendaki.

2. Tawafuq/tathabuq bainal ijab wal-kabul
(persesuaian antara ijab dan kabul).

3. Jazmul iradataini (ijjab dan  kabul
mencerminkan kehendak masing-masing
pihak secara pasti, mantap) tidak
menunjukkan adanya unsur keraguan
dan paksaan.

4. Ittishal al-kabul bil-hijab, di mana kedua
pihak dapat hadir dalam suatu majelis.*

Terjadinya perikatan (akad) menurut hukum
figih adalah setelah dilaksanakannya prestasi
yang dijanjikan atau setelah dilakukannya
“penyerahan”, maka oleh karena itu suatu
shighat ijab kabul tersebut pada prinsipnya
harus diikuti dengan pelaksanaan prestasinya
secara serentak (tunai) kecuali pada perikatan
utang-piutang atau pada jual beli dengan
pembayaran di muka (Bai’u as-Salam) yang
dalam hal ini merupakan perikatan tersendiri

2 Dewi Gemala, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, FH
Ul, Jakarta, 2005, him. 18.
2! bid, him. 20.

yang telah selesai hanya pelaksanaannya
ditunda.”

Bahwa sebelum dilakukannya pelaksanaan
prestasi oleh masing-masing pihak, maka masih
merupakan janji yang belum memiliki kekuatan
hukum. Oleh karena itu, orang yang berjanji
untuk menjual tidak dapat dipaksa untuk
menjual barangnya, sebelum ia menerima uang
bayaran yang telah disepakati, karena janji itu
belum berupa akad.

Jenis-jenis Akad dan Bentuk-bentuk Akad
yang Dapat Digunakan dalam Kegiatan Usaha
1. Jenis-jenis Akad

Dalam kitab-kitab figih terdapat banyak
bentuk akad vyang kemudian  dapat
dikelompokkan dalam berbagai variasi jenis-
jenis akad. Mengenai pengelompokan jenis-
jenis akad ini pun terdapat banyak variasi
penggolongannya. Namun vyang berkaitan
dengan kegiatan perbankan dan perasuransian
syariah, secara gads besar ada pengelompokan
jenis-jenis akad yang relevan, antara lain:**

a. Akad menurut tujuannya terbagi atas dua
jenis:

1) Akad Tobarru vyaitu akad yang
dimaksudkan untuk menolong dan
murni semata-mata karena
mengharapkan ridho dan pahala dari
Allah Taala, sama sekali tidak ada unsur
mencari “return” ataupun motif. Akad
yang termasuk dalam kategori ini
adalah: Hibah, Wakaf, Wasiat, lbra’,
Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, dan
Qirad.

2) Akad Tijari yaitu akad vyang
dimaksudkan untuk mencari dan
mendapatkan keuntungan di mana
rukun dan syarat telah dipenuhi
semuanya. Akad yang termasuk dalam
kategori ini adalah: Murabahah, Salam,
Istisna’ dan ljarah Muntahiya bittamlik
serta Mudharabah dan Musyarakah.”*

b. Akad menurut keabsahannya terbagi
kepada tiga jenis:

1) Akad Sahih, yaitu akad yang memenuhi,
semua rukun dan syaratnya. Akibat
hukumnya adalah perpindahan barang
misalnya dari penjual kepada pembeli

2 Ibid, him. 21.
2 4. Ahmad Nuryadi Asmawi, “Akad dan Figih Maghrib”,
Bahan Kuliah Informal Ekonomi Islam FEUI, 2002, him. 3.
2.

Ibid.
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dan perpindahan harga (uang) dari
pembeli kepada penjual.

2) Akad Fasid, yaitu akad yang semua
rukunnya terpenuhi, namun ada syarat
yang tidak terpenuhi. Belum terjadi
perpindahan barang dari penjual
kepada pembeli dan perpindahan harga
(uang) dari pembeli kepada penjual.
Sebelum adanya usaha untuk
melengkapi; syarat tersebut. Dengan
kata lain akibat hukumnya adalah
Mawquf.

3) Akad Bathal; yaitu akad di mana salah
satu rukunnya tidak terpenuhi dan

otomatis syaratnya  juga tidak
terpenuhi. Akad seperti ini tidak
menimbulkan akibat hukum

perpindahan harta (harga/uang) dan
benda kepada kedua belah pihak.”

2. Bentuk akad

Mengenai bentuk-bentuk akad yang dikenal
sejak awal penerapan Hukum Islam di zaman
Nabi Muhammad, para ahli hukum Islam telah
menuangkannya ke dalam kitab-kitab figih.
Tidak terdapat kesamaan dalam
pengelompokkannya dari para ahli hukum Islam
tersebut dalam mengklasifikasi bentuk-bentuk
akad ke dalam suatu kelompok.

Adapun hubungan ekonomi pembiayaan
syariah dalam operasionalnya, secara garis
besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah
Islam tersebut ditentukan oleh hubungan akad
yang terdiri dari lima konsep akad. Bersumber
dari kelima konsep dasar inilah dapat
ditemukan produk-produk lembaga keuangan
bank syariah dan lembaga keuangan bukan
bank syariah untuk dioperasionalkan. Kelima
konsep  tersebut adalah: (1) sistem
simpanan/titipan (Al Wadiah), (2) bagi hasil
(Syirkah), (3) Jual Beli (At Tijarah), (4) sewa (Al
liarah), dan (5) jasa/fee (Al-Ajr wal umullah).?

(1) Prinsip Simpanan Murni (Al Wadi’ah)
Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas
yang diberikan oleh Bank Syariah untuk
memberikan kesempatan kepada pihak
yang kelebihan dana untuk menyimpan
dananya dalam bentuk al wadi’ah. Fasilitas

* Ibid, him. 3-5.
2% Muhammad, Manajemen Bank Syariah, UPP AMP YKPN,
Yogyakarta, 2002, him. 83.
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Al wadiah biasa diberikan untuk tujuan
investasi guna mendapatkan keuntungan
seperti halnya tabungan dan deposito.
Dalam dunia perbankan konvensional Al
Wadi’ah identik dengan giro.

(2) Bagi Hasil (Syirkah)
Sistem ini adalah suatu sistem yang
meliputi tata cara pembagian hasil usaha
antara penyedia dana dengan pengelola
dana. Pembagian hasil usaha ini dapat
terjadi antara bank dengan penyimpan
dana maupun antara bank dengan nasabah
penerima dana. Bentuk produk yang
berdasarkan prinsip ini adalah Mudharabah
dan Musyarakah. Lebih jauh prinsip

Mudharabah dapat dipergunakan sebagai

dasar baik untuk produk pendanaan

(tabungan dan  deposito) maupun

pembiayaan, sedangkan musyarakah lebih

banyak untuk pembiayaan.
(3) Prinsip Jual beli (At-Tijarah)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang

menerapkan tata cara jual beli. Bank akan

membeli terlebih dahulu barang yang
dibutuhkan atau mengangkat nasabah
sebagai agen bank melakukan pembelian
barang atas nama bank, kemudian bank
menjual barang tersebut kepada nasabah
dengan harga sejumlah harga beli ditambah
keuntungan.”’

(4) Prinsip Sewa (Al-ljarah)

Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada

dua jenis:

a. ljarah: sewa murni, seperti hanya
penyewaan traktor dan alat-alat produk
lainnya (operating lease). Dalam teknis
perbankan bank dapat membeli dahulu
equipment yang dibutuhkan nasabah
kemudian menyewakan dalam waktu
dan hanya yang telah disepakati kepada
nasabah.

b. Bai al tajiri atau ijaroh at muntahiya bi
tamlik merupakan penggabungan sewa
dan beli, di mana si penyewa
mempunyai hak untuk memiliki barang
pada akhir masa sewa.

(5) Prinsip Jasa/Fee (Al-Ajr wal umullah)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-

pembiayaan yang diberikan bank Bentuk

27 Al Hidayah, Op Cit, him. 378.
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produk yang berdasarkan prinsip ini antara

lain Bank Garansi, Kliring Inkaso, Jasa,

Transfer, dan lain-lain. Secara Syari’ah

prinsip ini didasarkan pada konsep al ajr

wal umullah.

Konsep akad Simpanan/titipan (Al wadi’ah),
Bagi hasil (Syirkah), Jual beli (At Tijarah), Sewa
(Al ljarah), dan Jasa/Fee (Al-Ajr wal umullah)
dalam operational Perbankan Syariah dan
Pemberian jasa dalam lalu lintas
pembayaran/fee.”

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kepercayaan masyarakat terhadap bank
sebagai prinsip kehati-hatian berdasarkan
prinsip syariah maka pemberian
pembiayaan harus ada analisis mendalam
kemampuan melunasi utangnya sesuai
dengan akad yang dibuat nasabah, dengan
demikian prinsip kehati-hatian menjadi
penting dalam pengelolaan perbankan
syariah.

2. Konsep adat (ijab kabul) dalam
pembiayaan prinsip perbankan syariah
merupakan salah satu cara yang diridhai
Allah dan harus ditegakkan dengan
terpenuhinya rukun dan syarat akad dalam
pengelolaan atau kegiatan pembiayaan
perbankan syariah. Bersumber dari produk-
produk bank syariah sebagai modal
kepercayaan operasional sekaligus akad
penghimpunan dan penyaluran dana di
samping akad menurut tujuannya serta
akad pelengkap, yang dilengkapi dengan
keabsahan akad pembiayaan perbankan

syariah.

B. Saran

1. Sangat diharapkan kepada dunia perbankan
teristimewa perbankan syariah
memperhatikan resiko pengelolaan
pembiayaan perbankan syariah

sebagaimana kepercayaan masyarakat yang
diberikan kepada perbankan syariah, antara
lain untuk menghindari penyimpangan oleh
pengelolanya dan menghindari kredit
macet, sehingga tidak membawa kerugian
atau menimbulkan masalah.

% Muhammad Syafi’i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank
Islam, Dana Bhakti Wakaf, Jakarta, 1992, him. 14-15.

2. Dengan pengembangan perbankan syariah
sangat diharapkan kepada pengelolanya
mampu  menjaring dan  meyakinkan
masyarakat untuk menghimpun dan
mengelola dana dengan baik melalui
penawaran berbagai produk perbankan
syariah yang saat ini lagi trend dan
menglobal.
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